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Ilenimbang : bailra se'oagai pelaksaniian keterttuan Pasal 6 Qanun Nomor 01 Taliun

l0irl reniang Alggaran Pendapatan dan Belanja l(abLrpaten ll'ahun

.\nrgaran 2010. perlu ditetapkan Peraturan Br"ipati Aceh Singkil tentang

Penjabaran An-ugaran Pendapatan dan Belanja I(abupaten Tahun Anggaran

2010 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK Tahtrn Anllgararl

2010.

tJnclang-Undang l'tromor 12 Taliun 1985 tentarLg Pajak Bumi dan Bangunan

(Lembaran Ncgara Itepublik Indonesia Tahutr 1985 Nomor 68, Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia i'Jomor 3312) sebagaimana tq!4!

cliubah clengan lJndang-r-mdang Nomor 12 Tahun 1994 Notnoi 62,'

Tambahan Lembalan Negara Republik Indonesia Notnor 3569);

Undang-Urrciang'Nomor 18 Tahun I99l tentilng Pajak Daerah Can

R-etribusi f)acrah (Lembaran lrlegara Reprrblik Indonesia Tahun 1997

Nomor 41, f,'ambahan Lembaran Negara Repriblik Indonesia Nomor 3685)

sebagaimana telah cliubah ciengan lJndang-Unclang Nomor 34 'fallln 2000,

(Lembaran Negara Republik Indnnesia Tahr-in 2000 Nomor 2'16'Iambahan

Lembaran Negara Reptrblik Indones;ia Nomor 4048);

Unclang-Unclang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan IIak Atas

Tanah clan Bangruran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997

Nomor 214, Tantlahan l,ernbaran Ncgara Repr"rblik Indonesia Nomol 3588);

Undang-Unclang blomor 14. Tzrlrun 1999 tentang Pcmbenlukan Kabupaten

Aceh Singkii (Lenbaran Negara Republik Indonesia'fahun 1999 Nomor
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Undang-Undans \onc: lS l:.--...: -';:,: l.:-,-,-:i ?::-'. ---:--:-* -,-,.. 'l:= , -
rang bersih clan bei-.as ,J:ri Korui-^s:. Kol'.rs- Ca.n \e:..-rs::,: ,l =:--':i'.:
\eg:ra R.epubiik indonesia Tahun i995 \otror 75, Tambaitan I:nr'i^'arai
\egara Republik Indonesia Nomor 3581) ;

Undang-Undang. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Noinot 47, Tambalian
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286) ;

Llndang-Undang Nomor' I T'ahun 2004 Tentang Perbendalraraan Negara
(Lernbzuan Negara Republik Indcnesia T'ahun 2004 Nornor 5, T'ambahan

Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3312) sebagairnana telah
diubah dengan lJndang-Unclang Nomor 12 Tahtin 1994 Nonror' 62,

Tambahan Lembaran Negara RepLrblik Inclonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 20021 tentang Pembentnlqnn Per:atnran

Perundang-Undangan (Lembaran Negara ltepublik Indonesia Tahun 2004

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Inclonesia Nonlor 4389);

Unclang-Unclang ltJomor 1 5 Tahu n 20A4 tentang Pemeriksaan Perrgelolaan
dan 'l'angungjawab l(euangan Negara (Lembaran Negara Repriblik
Indonesia l'ahun'2004 Nornor 104, Tambahan l-embaran Negara Republik
Inclonesia Nomor aa}D;

Undang-Undang Nornor 25 Tahirn 2004 I'entang Sistem Perencanaan
Penrbangunan Nasional (Lembaran Negarii Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negiira Republik Indonesia l.tromor
-l-{ll t:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daelah
sebagaimana telah diubah kedua kalinya clengan t-Jndang-Unclang Nomor
12 Tahln 2008 tentang Perubahan Perubahan,kedua atas Undang-IJndang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dasrah (Lembaran Negara
Republik Indonseia T'ahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Ilepublik Indonesia Nomor 4584);

Undang-Undang Nomor 33 Tahr.rn 2004 tentang Perimbangan Kenaugan

antara Pernerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Repr-rbl ik Inclonesia Nom or 4213 8) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 109 'lahuti 2000 tenlang Kedudukan
Keuangan Kepala l)aerah dan Wakil l(epala Daerah (l-enrbaran Negara RI
Tahun 2000 Nomor 21A, 'Iambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Notnor 65 Tahun 2001 tentang I'ajak Daerah

(Lembaran Negara Republik trnclonesia'|ahun 2001 Nomoi 418, Tambahan

I-enrbaran N'egara Itepublik indonesia Nomor 4138);

Peraturan Pemerinti,rh Nonior 66 Tahun-20?1 tentarrg Retribusi Daerah

(tr,embaran Negara Republik Indonesia T'ahun'2001 Nomor I 19, Tarnbahan

Lenibaran Negara li.epublik Indonesia Nomor a139);

Peraturan Pemerintah l"lornor 24 Tahun 2AA4 tentang Kecludukan

Frotokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota f)er'van Perwaliilan

Rakyat IJaerah sebagainiana telah tiga kali diutrah, teraldrir dengan
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Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubairan keiiga atas

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahr-rn 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota De.,van Penvakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
4T , T ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 12);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keriangan Badan Layanan Umm (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomot 49, Tambahan Lembaran Negara ltepr-rblik Indonesia
Nomor 4503);

Peraturan Pemelintah Nomor 24 Tahun 20Ct5 tentang Standar Akuntansi
'Pemerintahan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2005 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peratrran Pemerintah Nornor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negafa Republik Indonesia Tahur 2005 Nomor 736, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perirnbangan
(Lenrbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4547);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Keuangan
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor'4576);

Peratnran Pemelintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonbsia Nomor a577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keu4ngan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahrin 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repr.rblik Indonesia Nomor
4578):

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan

dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemelintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan

dan Pengawersan Penyelenggaraan Pemerintah Dilerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lernbaran Negala Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nonror 4614);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 'Iahun 2007 tentang

Laporan Penyelenggaraan Petnerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan

Keterangan Perlanggungjar.vaban Kepala Daerah kepada Dewan
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2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran \;.":-, i.-:-":-.: - :- ;r-.- . ... -

a693);

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedon:ar Pel;is::,,.:.
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubali'ne'ber:p:.
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95
'Iahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Prediden Nomor
80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20A6 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
atas Peratnran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan I)aerah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 'Iahun Alggaran
2010.

hTEMUTUSKAN

PERA.TUR{N BT.PATI ACETI SINGKIL TENTANG PEN.IABARAN

.{\GGAR{N PENDAPATAN DAI.{ BELANJA KABUPATEN TAIIUN
ANGGAR{N 2010.

)Ienetapkan :

Anggaran Pendapatan dan Belanja

berikr-rt :

1. Pendapatan:

Belanja:

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai

2) Belanja Br.rn$a

3) Belanja Subsidi

4) Belanja Hibah
<\ Qolonia Rqnfrran Snqirl

Pendapatan Asli Daerah

Dana Perimbangan

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Jumlah Pendapatan Daerah

Pasal 1

Kabupaten Tahun Anggaran 2010 dengan rincian sebagai
- , .t

13.960.208.901,-

27 5.121.289.000,-

9.77 t.440.177 ,-

a.

h

L.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. 298.852.938.078.-

2.

Rp. 139.634.563.608,-

Rp. o,-

Rp. 3.841.891 .556,-

Rp. 28.394.655.000,-

Rn 2.344.600.004.-



7) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 4.794.000.000.-

8) Belanja Tak Terduga Rp. f .i00.000.000.-

Rp. 180.109.710.164,-

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 27.927.004.450,-

2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 53.026.814.691,-

3) Belanja Modal Rp 49.957.498.102,-

Rp. 1 30.921 .317 .243,-

Jumlah Belanja Daerah

Surplus (Defisit)

3. Rencana Pembiayaan

a. PenerimaanPembiayaan

b. Pengeluaran Pembiayaan

Rp. 3 I 1.03 I .027 .407 ,-

Rp. (1 2. t7 8.089.329.-)

Rp. 14.828.089.329,-

Rp. 2.650.000.000.-

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 12.178.089.329,-

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0,-

Pasal 2

fungkasan Penjabaran APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I
Peraturan Bupati ini. t . -

Pasal3

Penjabaran APBI( sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II
Peraturan Bupati ini.

Pasal O 
,

.Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal5

peiaksanaan penjabaran APBK yang -ditetapkan dalam peraturan ini ,dituangkan lebih lanjut



Pasal 6

Peraturan Bupati Aceh Singkii ini mulai berlaku pada tanggal diunciangkan dan memplrnyai da1-a

laku surut sejak tanggal 01 Januari 2010..

Agar setiap orang mengetaltuinya, memerintahkan pengundangan Paraturan Bupati dalam Berita
I)aerah.

MAKMUR SYAHPUTRA

Diunclangkan di Singkil

pada tanggal 22 Maret 2010

. SEKRETARIS DAIRAH ACEH SIJ\.{GKIL

2010

KIL rt
{

Ditetapkan di Singkil

Ipada 
tanggal 22 Maret
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